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ABSTRAK

Muhammad Faisal,Pandangan Hakim Dalam Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada
Kawin Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng). (dibimbing oleh Sudirman
L danAris).

Perceraian Qabla Al-Dukhul adalah perceraian yang dilakukan setelah terjadi
proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya
tersebut berhubungan badan sebagai suami istri. Dalam hal ini ada tiga masalah yang
akan dibahas oleh penulis yaitu pandangan hakim dalam perceraian gabla al-dukhul
pada kawin hamil, akibat hukum perceraian gabla al-dukhul pada kawin hamil, dan
hak danskewajiban.suami-istrissebagai akibatdarisperceraian.gablaal-dukhul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normative dan yuridis
empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek
dilapangan(feel research), pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara
sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan, serta menggunakan metode
analisa | deskriptif kualitatif yaitu suatu model penelitian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran gambaran dari fenomena yang factual yang terkait proses
penelitian tentang perceraian Qabla al-Dukhul.

Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa = Hakim Pengadilan Agama
Watansoppeng menganggap perceraian gabla al-dukhul adalah perkara yang sangat
disayangkan terjadi karena dianggap mempermainkan kesakralan pernikahan. Akibat
hukum 'perceraian gabla al-dukhul anak yang lahir di kemudian dinasabkan kepada
ayahnya, demikian juga dengan hukum waris;-hak kewalian tetap ada dengan ayah dan wajib
bagi ayahnya memberi nafkah, Sementara hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat
perceraian @gabla al-dukhul adalah istri wajib menunggu masa iddah sampai
melahirkan sedangkan suami wajib membayar .setengah mahar yang telah disepakati
pada saat akad nikah.

Katakunci : Perceraian Kawin Hamil Qabla AL-Dukhul
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai dan kekal berdasarkan kasih

sayang merupakan dambaan bagi se angan suami istri. Perkawinan adalah hal

yang sangat sakral, para pih an hanya melakukan perjanjian
1\ Tuhan. Ini dikarenakan

eh pihak yang

inan

adal lahir dan bathin antara
mi i an tujuan membentuk
kek rkan Ketuhanan Yang

pria rang wanita
a (r AnNgga) yang

Isla patkan lembaga perka ¢ ingkai mulia
sebagai ika akral antara seorang laki-laki
cinta dan ka

melukiskan ka

gan kekeluargaan,

erbuatan MHSE\H&]REE lembah ina juga bisa

Sebuah rumah tangga yang damai dan kekal berdasarkan kasih sayang
merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, namun itu tidaklah mudah,
sehingga sebagian pasangan suami istri memilih bercerai sebagai jalan yang terbaik

dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga.

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak
diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 53
dijelaskan bahwa (1) seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan

dengan pria yang menghamilinya, (2) perkawinan dengan wanita hamil dapat

dilangsungkan tanpa menun kelahiran anaknya, (3) dengan

dilangsungkannya per. ad ; dak diperlukan perkawinan

3. tusa ilan.
a pe an karena perceraian dapat t al, yaitu:

yaitu ikrar merupakan

putusnya per

N Perceraian ya gugatan

dahulu dafi salah sétlipifiak, khuSusnya istri ke pe n.’
in

melahirkan

hukum keluarga, di mana tujuan keluarga dalam hukum Islam salah satunya adalah
menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Ini memberikan

pengertian bahwa dengan adanya sebuahnya keluarga maka lahirlah suatu

?Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta:Kencana
Prenada Media Group,2008), h. 37

®Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.77.
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kenyamanan jiwa dan ketenangan bersama-sama yang dapat menyegarkan hati.’

Sebuah keluarga yang terbentuk dari adanya unsur keterpaksaan dan unsur
ketidakrelaan diantara para pihak suami atau pun istri, maka tujuan dari keluarga tadi

tidak akan tercapai.

Menurut Djaren Siragih, perc perdasarkan agama Islam terjadi saat telah

jatuhnya putusan Pengadilan g tidak berdasarkan hukum Islam

setelah au berpisah denganya. j uk menanti
kesucia i ) dari pengaruh hub
ati oleh suami guna
dalam kelamin atau sesamanya se sraan dengan
lami selama
visah. Faktor
selingkuhan,
lingkungan

berlangsung

* Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta, 2012, hal. 29.

® Djaren Siragih dalam buku Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, CV Pustaka Setia,
Bandung, 2011, hal.207.

® Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga Cetakan Kedua hal.348.

" Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana,
Jakarta, 2006, hal. 241.
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tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan intim), sehingga di saat proses
perceraian berlangsung dan dampak dari perceraian tersebut memiliki perbedaan
dengan pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri.

Pada pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang No hun 1974 tentang Perkawinan mengatur

bahwa tidak ada waktu tung perkawinan karena perceraian,

m pernah terjadi hubungan

dah, kecuali
perkawinannya putus b suami.
nggu bagi yang putu A perceraian
tersebut dengan bekas s
pat diartikan bahwa pada sa antara suami

dan istr melakukan

asa iddah, b lum melakuk

husus, b’PvAin Erpm Ejah bagi

ungan intim

diatur ¢ amun untuk

urut hukum

ka dikaitkan

pembag
Islam
dengan pengaturan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam termasuk ke
dalam kategori talak ba’in shugra, yang artinya talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi

jika ingin kembali, boleh dengan akad nikah baru.

19
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Dalam proses perceraian tentunya hal itu menjadi tugas dari Pengadilan
Agama dalam memberi keputusan terhadap proses tersebut. Dengan menetukan masa
iddah bagi istri setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama.

Iddah adalah masa tunggu, atau tanggang waktu sesudah jatuh talak,

dalam waktu si suami boleh m bali istrinya pada masa ini si istri

belum boleh menikah de ang berpisah dengan suami®.
Pada masa 'iddah kecuali untuk keperluan
yang sangat

iddah yang

Perceraian Qabla awin Hamil

gama Soppeng)

n latar belakang diatas, salah dalam
adalah bagai Qabla Al-
Dukhul awi i sebagai berikut :

111 ian gabla al

PAREPARE

pada kawin

1.1.2

8So0emiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta :
Liberty, 1999), h. 120.

*Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, Fatwa Dan ljtihad Umar Bin Khattab. (Surabaya :
Risalah Gusti, 2003), h. 212
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1.1.3 Apa saja hak dan kewajibam suami — Isteri sebagai akibat dari perceraian
gabla al-dukhul?
1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka dapat di uraikan tujuan

penelitian dalam penelitian ini yait
1.2.1 Untuk mengetahui p perceraian Qabla al-dukhul pada

kawin hamil

1.2.3 akibat dari

1.3 Keg

1.3.2 ilmiah yang

elitian yang
1.3.3 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mereka yang
ingin mendapat informasi tentang Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin

Hamil

21
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Penelitian tentang Perceraian tentunya sangat banyak diteliti oleh peneliti

lain, sehingga perlu kiranya hasil-h elitian terdahulu tersebut dipahami dan

di telaah secara seksama a ada berbeda dengan penelitian
yang peneliti sajikan,
1. Aulia Noveria
hwa Akibat
ukum islam
lam instruksi presiden an tata cara
I dari pengajuan gug persidangan,

terhadap isteri yang b la aldukhul)
rena kematian suami m aginya masa
engan bebas

enganalisa

1991, deng enggunakan
lisa deskrpwantg P A R E
t y

yang juga membahas tentang perce a al-dukhul dan akibat kawin hamil dan

overia Indah

sama-sama menggunakan metode kualitatif, namun perbedaannya dengan penelitian
penulis adalah Auria Noveria Indah melakukan penelitian yang hanya terkait dengan

akibat hukum perceraian gabla al-dukhul sementara penulis melakukan penelitian

0" Aulia Novera Indah, “Akibat hukum perceraian qobla al dukhul oleh pasangan yang
menikah karena kawin hamil” Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014)
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dengan memuat pandangan hakim, akibat hukum, serta hak dan kewajiban suami istri
dalam perceraian gabla al-dukhul pada pasangan kawin hamil.
2. Sri Hidayati, “Nafkah Istri Pasca Perceraian” (telaah putusan pengadilan

agama No. 191/Pdt.G/2008/PA.Mlg) menunjukkan bahwa suami masih

memiliki kewajiban memberi terutama kepada mantan istri setelah

dicerai hal ini sesuai um Islam bahwa nafkah yang
diberikan sebat . peneliti tehnik analisa deskriptif
Peneliti : kait dengan
salah sg : 2Waji tri Se ercerai dan
nelitian kualitatif na lam ian penulis
a al-dukul pada kawi 3 ra Nomor ;
ang secara khusus jug ) pandangan

hak dan kewajiban suami is
isimpulkan keduanya
alah kemampuan ¢ pasitas yang
dimilik i yang me kan untuk
pak-dampak
yang mengubah
kondisi K diatasi. Tujuan

dari penelitian ini adalah mengetahui ‘dan memahami penyesuaian wanita dalam

menjalani kehidupannya pasca perceraian.diberikan kepada seorang istri yang

1 Sri Hidyati, “Nafkah Istri pasca Perceraian” (Telaah Keputusan Pengadilan Agama No.
191 Pdt. G/2002/PA.Mlg)), Skripsi (Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Malang, 2004)
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dicerai dalam keadaan hamil yang kehamilan ini terjadi sebelum adanya ikatan
yang resmi (pernikahan) kemudian setelah hikah keduanya bercerai dan belum
melakukan hubungan suami istri sehingga dalam hal ini peneliti mengambil tema

“Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Hamil”.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Perceraian
Perceraian men a berarti perihal bercerai

> kata “bercerai” itu send inya “menjatuhkan talak

upak

n de tusan hakim, atas tu )ihak dalam

berd lasan-alasan yang terse

ndan tara pengertian percera sama sekali

-Und rkawinan begitu pula di da

eskipun tid gertian seca tik tentang
er ini tidak diz

rjadi justru

sarjana Juga
sebagai berikut :
a. Menurut Subekti perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan

hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.*?

12 subekti, pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta:intermasa,1985,h. 23
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b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin,perceraian
berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat
tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik

dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu

berdasar pada perselisihan ant ami dan istri.*®

c. Menurut P.N.H. adalah pengakhiran suatu

hakim atas tuntutan dari

alak atau furgoh. Talak i lak), artinya
galkan.Sedangkan dala lak adalah
atan nan, atau rusaknya hub
awalz > dan akhiran “an” ya 1gs1 sebagai
a benda abstrak, kemudian menjadi.perceraian ya ti, hasil dari

eraian.

‘an sebagai sumb i\ﬂ n Islam pertama, dalam be

nkan agar suami isteri bergaul secara ma“ruf dan ja

-

all(. | lllkll D | :rh.-};l.lll PertenNiKe

rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi

B3R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, (Bandung:
Alumni, 1986), h. 109

4p N.H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan,
2007), h. 53

15 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, h. 81-83
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hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang
hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk
mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian

baru dapat dilakukan

2.2.2 Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah ari dua kata, yaitu maslahah dan

Arab (#la- &iad) menjadi

mursalah.Kata masla

g berarti sesuatu yang

dengan penambahan hu ipa a, sechingga
ologis artinya terlepas I, 4) (bebas).

Kata | as” disini bila dihub

pas atau bebas dari ketera kkan boleh

rarti prinsip
atu hukum
i baik atau
ah mursalah
ini, namun masing-masing memiliki Kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di

antara definisi tersebut:

!¢ Chaerul umam, Ushul Fighi | (Bandung: Pustaka Setia,2000),h.135.
7 Amir Syaifuddin, op.cit,.h.332
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2.2.2.1 Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan maslahah mursalah

sebagai berikut:

Apa-apa (maslahah) yang tida
nash  tertentu  yang
memperhatikannya.®

ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk
alkannya dan tidak ada yang

19

2.2.2.2 Asy-Syaukani berikan defenisi:

2223 ama Hambali memberi

2234

sesuatu yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga

tidak untuk memperhatikannya.

18 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasyfa fi “ilm al ushul (Beirut; Dar al kutub al
limiyyah,1993), h.311
19 Asyyaukani, Irsyad al-Fuhiil (Beirut; Dar al-Kuttb al-l1imiyah, 1994), h. 54
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2.2.2.4 Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:

Maslahat yang selaras dengan tujuan syari’ (pembuat hukum) dan tidak ada
petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau
penolakannya.

’ datang
223
winan Islam, apabila te a timbullah
iddah. ud dengan iddah ialah gi istri yang
telah di au dicerai oleh suami?.

ddah berasal dari da'ya“uddu yang a urang lebih
gan, perhitungan yang dihitung. dut bahasa,

anya dipanAJRlEM RgEian hari- dh atau hari-

hari suc ddah adalah

suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak
ia berpisah (bercerai) dengan suaminya. Baik perpisahan itu disebabkan karena talak

maupun karena suaminya meninggal dunia. Ulama mendefinisaikan ,,Iddah sebagai

2 Abdul Wahab Khalaf, limu Ushil al-Figh (Kairo; Dar al-Fikr, 1996), h. 80.
2! sydarsono, Hukum Perkawinan Nasional. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 144
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nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan
oleh suami, yang belum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan?.
Iddah adalah masa dimana seseorang wanita yang diceraikan suaminya

menunggu. Pada masa itu tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada

laki-laki lain untuk menikahinya. a“ telah sepakat mewajibkan ,,iddah

karena banyak mengandu an pada firman Allah ta“ala

ditalak handaklah me i ju) tiga kali
mereka Menyembunyi takan Allah
akhirat. dan
jika mereka
ai hak yang
tetapi Para
, dan Allah

PAREPARE

2Abd. Mogsith Ghazali, Iddah dan Ihdad,
http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Mogsith_Ghazali_iddah.pdf ( diakses pada tanggal 3 Juni
2017)

2Qury’ disini adalah haid sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. “Dia (istri)
beriddah menunggu selama tiga kali masa haid”. (HR. Ibnu Madjah). Lihat Syaikh Kamil Muhammad
Uwaidah. Figh Wanita Edisi Lengkap. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 447

*Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 29
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2.2.3.2 Dasar Hukum Iddah
Iddah wajib bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena
kematian maupun cerai karena faktor lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

surat Al-Bagarah ayat 228 di atas.

2.2.3.3 lddah dalam Hukum Islam dz ndang-Undangan Di Indonesia
2.2.3.3.1 Pandangan Hukum

Allah SWT segabai masa menunggu
besar, hikmah ini
erian nafkah
oleh suz i lengan nikah
iceraikan selama masa ,,

ahwa perempuan yang h talak raj“i

dan tempat tinggal suami - yang

a. B

ga, mereka sepakat bahwa puan yang dicerai

hak untuk atkan nafkah

talak raj“i
ggal hingga

, dalam realit : embang di ki umat Islam

asalah nF‘aRrEFnaRnEeh manta

, melainkan

a: Rabbani

Advertising, jilid 5, 2006), h. 551

%Mut’ah berasal dari kata tamattu “yang berarti bersenang-senang atau menikmati”. Adapun
secara istilah, mut’ah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta
tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling
mewarisi antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut’ah itu. Nikah mut’ah
disebut juga zawai muaggat (kawin sementara) dan zawai mungaihl (kawin kontrak), yaitu seorang
laki-laki menyelenggarakan akad nikah dengan seorang perempuan untuk jangka waktu sehari, atau
sepekan, atau sebulan, batasan-batasan waktu lainnya yang telah diketahui.
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kewajiban ,,iddah yang mesti dijalankan oleh mantan istri. Sangat terasa bahwa
ketentuan ,,iddah yang dalam praktiknya telah dipahami sebagai beban dan urusan
istri (perempuan) telah memperoleh perhatian yang jauh lebih serius baik dari

sudut teoritisnya maupun pengawasan dan pelaksanaannya di lapangan dari

pada urusan nafkah yang pada d a.merupakan kewajiban suami juga

baik dari sudut teoriti nya Sesungguhnya, di samping

untuk mengetahui te n, sesuai dengan struktur

bagai upaya
dan
bata iddah itu, perempuan : k mendapat
perlind 2kon perlindungan sosial. P Inya terlihat
dari d al-Q pada suami untuk mem i us  sebelum
ia untuk me dak selama

satu ta untuk nafkah hi
demikian, di samping
benih baru,
yang b sikap yang

atas ketiadaan

#'Teori ini didasarkan pada hokum keluarga pada masa masyarakat hidup dalam kesatuan-
kesatuan keluarga yang besar. Kepala keluarga menjadi pemimpin yang dipuja-puja karena
kekuatannya atau jasa dan atau kebijaksanaannya. Ruchitra, Kekuasaan Negara.

%gecara etik-moral, tidak selayaknya bagi seorang suami yang baru ditinggal mati oleh
istrinya untuk Melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Dalam kaitan ini, terus terang, figh
yang memberikan perkenan bagi seorang laki-laki untuk nikah dengan perempuan lain tatkala
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suami, bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Kedua, dalam kasus talak
raj"izg. Dalam tataran ini, fungsi ,,iddah di samping untuk kerangka kejelasan
genetika juga untuk membuka kesempatan selebar-lebarnya khusus kepada

mereka berdua (suami-istri) untuk segera kembali sebagai suami istri.

Sejatinya, kewajiban memberikar ah atas suami terhadap istri yang
dicerainya, terutama dalam an cara lain untuk menggiring

suami-istri  tersebut si). Ini paralel dengan

aka harus diusahakan
ah. Dengan

erdua untuk

ran Hukum Indonesia

dang No.1 Tahun 1974 esia

perkawinan  mengatur ang dengan

ama “waktu 1 dengan rum

yang putus p aktu tunggu

PAREPARE

istrinya ukuran-ukuran
etik-morz: elelakian.

“thalak raj“I adalah thalak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah
disetubuhi. Yaitu thalak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta
belum didahului dengan adanya thalak sama sekali atau telah didahului oleh adanya thalak satu,
dalam hal ini seseorang masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya, meskipun tanpa
adanya keridhaan darinya. Lih Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Figh Wanita edisi Lengkap. h.
468

®yUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama Rl Direktorat
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 20
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(2)Tentang waktu jangka waktu tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah lebih lanjut®
Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang waktu tunggu (iddah)

sebagai berikut:

Pasal 153
(1) Bagi seorang i
iddah, kecuali -dukhul dan

ya berlaku waktu tunggu atau

a putus bukan karena

a T TN smatian, walaupur 2 al-dukhul,

putus karena per nggu bagi

n 3 kali suci dengan 1 90 hari dan

etepkan 90 hari.

perkawinan p eraian seda da tersebut

eadaan hami

an sampai me

c. : perkav'pahnuElpl ﬁvE’an seda da tersebut
o[e all.

¥ Adapun Perturan Pemerintah yang dimaksud dalam Ayat (2), adalah PP No. 9 Tahun 1975.
Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam pasal 39 Lihat Amir Syarifuddin. Hukum
Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Figih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.
(Jakarta: Prenada Media. 2007). h. 324.
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(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena
perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suami gobla al-
dukhul.

(4) Bagi perkawinan yang putus karana perceraian tanggang waktu

dihitung  sejak  jatuh san  pengadilan Agama yang

mempunyai kekuatz an bagi perkawinan yang putus

karena kematie sejak kematian suami.

bagi istri yang perne aid sedang pada waktu

ada Ayat (5) bukan ke a iddah-nya

n, akan tetapi bil tahun
ali, maka iddah-nya me

ah sebagai

b, Ayat (5) dan A pasal 153,

-nya berubah empat bulan

hari terhifiing Sadtmatinyabekas Stiarhiz

khuluk, fasakh dan li“an berlaku'iddah talak.
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2.3  Tinjauan Konseptual
Agar lebih memudahkan untuk memahami pembahasan terkait judul yang
penulis teliti, maka perlu bagi penulis untuk memaparkan kata kunci dalam memahami

judul penelitian ini. Adapun kata kuncinya adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pandangan Hakim
Hakim adalah organ nggap memahami hukum, yang
pundaknya telah dilet ajiban dan tangg b agar hukum dan keadilan

g berdasarkan tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu

berada dalam masyara jenal hukum

alam masa pergolakan merupakan

ri nilai-nilai hukum yang masyarakat.

untuk menge erasakan dan

k eadilan yang hidup masyarakat.
yang sesuai hukum dan
g dilakukan
oleh ha aka diperlukan adanya st ema an bagi hakim. Asas kemandirian
hakim dalam mengangani suatu perkara juga dianut oleh Indonesia, hal ini dapat

dilihat dari ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan

%2(Bambang Waluyo, S.H. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar
Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 19912. hal 11.)
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“Kekuasaan hakim ialah keuasaan yang merdeka” artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah®.
Apabila dikaitkan dengan judul peneliti yang dalam kasusnya dan perkaranya

jarang terjadi sehingga sangat dibutuhkan yang namanya pandangan hakim yang telah

dilindungi hak merdeka dan man berdasarkan pemaparan diatas untuk

(13 2

menyelesaiakan perkara yang ahap “putusan”.
2.3.2 Qabla Al-Du

dapat diartikan bahwa pada saa berumah tangga antara
A merupakan
perkawinan.

a Qabla AL-Dukhul vy alah perkara

/PA.Wts di Pengadil ppeng yang

ang penulis angkat.

gan seorang
wanita h ni

ki-laki bukan

vafi’i, [MHZEP krRIEnemboleh

haramnya dikawini.

% (Al Wisnu Broto Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian),
Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hal 2)
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Dalam penelitian ini penulis mendapati perkara perceraian Qabla Al-Dukhul
pada pernikahan kawin hamil vyaitu terdapat pada perkara Nomor
02722/Pdt.G/2019/PA.Wits di Pengadilan Agama Watansoppeng.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Peneliti telah menguraikan sec 1ci pemaparan tentang Kawin hamil dan

iddahnya, sehingga dalam hé oarkan berdasarkan masalah yang
peneliti telah rumus i, akan peneliti gambarkan
ermasalahan peneliti mengenai Pandangan Hakim dalam

lilan agama

PANDANGAN HAKIM

-

PERCERAIAN

KAWIN HAMIL QABLA AL-DUKHUL

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir
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BAB 111

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman

Penelitian Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa

mengabaikan buku-buku metodologi . Metode penelitian dalam buku tersebut,

mencakup beberapa bagian, kasi dan waktu penelitian, fokus
penelitian, jenis dan ik pengumpulan data, dan
teknik analisis data.

ni, peneliti

ama,  untuk
ikan hasil penelitian d a ta atau teks
ah untuk dipahami. I rut peneliti
informasi sebanyak-b
. Kedua, pendekatan pe ini kan mampu

atau infor ika mereka

ga peneliti dapat ukakan data

Ketiga, pene

elitian |rP1an|EtP<Aij atas ru

engharapkan

asalah yang

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis empiris

yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan (feel

* Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya llmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013). h. 30.

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). h.115
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Research, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang
dilakukan secara langsung ke lapangan, serta menggunakan metode analisa deskriptif
kualitatif yaitu suatu model penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

gambaran dari fenomena yang faktual yang terkait proses penelitian tentang

perceraian Qabla al-Dukhul

3.2 Lokasi dan Waktu Pene

pengadilan agama kota

3.2.11 ] A ppeng

knya  Pengadilan Syar’iyah

, terlebih dahulu pemu asyarakat )

erlebih dahulu memel erasa perlu

agai tempat penyelesaian timbul di

masyarakat menyangkut

malah. Maka dib ’ tahun 1609

yang d seorang Qadh ani perkara-perk ng bertalian

Islam sepPi A(RT EMEEn dan seb

peng adalah

1. Tuan Awa’
2. H. Usman
3. H. Ismail

% Lihat https:/pa-watansoppeng.go.id/index.php/tentang-pengadilan-2/profil-pengadilan-
2/sejarah, diakses tanggal 19 Maret 2019
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https://pa-watansoppeng.go.id/index.php/tentang-pengadilan-2/profil-pengadilan-2/sejarah
https://pa-watansoppeng.go.id/index.php/tentang-pengadilan-2/profil-pengadilan-2/sejarah

. H. Usman

. H. Made Ali

. Sayyid Muhsen

4
5

6. H.Usman
7

8. H. Daud Ismail

9. H. A. Tahir Usma

10. H. Muh. Zain

an masing-
hulu Syara’

Mahkamah Syar’iyah terealisasi

pinoleh K.H. SUAI Keputusan

Agama Makaasar 6 Tanggal

ilan Agama or di Jalan

Merdek ...Kelurahan yeng dengan
status Syar’iyah
peng, berupa

emakmuran

Gedung Kantor Pengadilan Agama yang dibangun diatas tanah hibah seluas
2.732 M? tersebut terdiri dari 3 bangunan yakni :

1. Gedung I seluas 200 M? dibangun tahun 1980

2. Gedung Il seluas 104 M? dibangun tahun 1988
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3. Gedung Ill seluas 96 M? dibangun tahun 2005.
ketiga gedung Kantor Pengadilan Agama tersebut sekarang dijadikan rumah
dinas oleh pegawai/karyawan Pengadilan Agama Watansoppeng. Pada tahun 2008

Pengadilan Agama Watansoppeng mendapat anggaran belanja modal dari Mahkamah

Agung RI, luas2.657 M? terle n Salotungo Kelurahan Lalabatarilau

Kecamatan Lalabata. Pad aran pembangunan kantor dari

Mahkamah Agung R tai yang ditempati hingga

M

8. |Drs. H. Ahmad A’ad, SH 1997 — 2004
9. |Dra. Hj. Kamariah, SH.,MH 2004 — 2008
10. |Drs. Muh. Ridwan L, SH.,MH 2008 — 2010

37 Lihat https:/pa-watansoppeng.go.id/index.php/tentang-pengadilan-2/profil-pengadilan-
2/sejarah, diakses tanggal 19 Maret 2019
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11. |Drs. H. Usman S, SH 2010 Sekarang

3.1.1.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watansoppeng
Pengadilan Agama Watansoppeng dalam perkembangannya mengemba VISI

dan MISI sebagai berukut :

Visi :
Terwujudnya Pengadilan elas | B yang bersih dan

berwibawa serta Pr dan Keadilan Menuju

aya aparatur Peradilan.
an yang terencana dan e
dan Ketaatan Hukum

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum®,

Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG TAHUN 2016

P L
1 Garss Tanggung lawab

38 Lihat https://pa-watansoppeng.go.id/index.php/tentang-pengadilan-2/profil-pengadilan-
2/sejarah, diakses tanggal 19 Maret 2019
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https://pa-watansoppeng.go.id/index.php/tentang-pengadilan-2/profil-pengadilan-2/sejarah

3.1.2 Waktu Penelitian
Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Soppeng,

tepatnya di Pengadilan Agama Kota Soppeng, Sulawesi Selatan dengan waktu

penelitian £ 2 bulan.
3.3 Fokus Penelitian
maka akan

Berdasarkan j tuk melakukan penelitian

tentang Pandangan alam perceraian Qobla hul Pada Kawin Hamil

ata yang diperoleh atau eneliti secara

> Diantaranya para Pengadilan

g menangani perkara perc Qob yukhul. Data

primer juga sebagai untuk menda data primer,

peneliti engumpulkan se Teknik yang dapat akan peneliti

ervasi dan wa

ndr PAREPARE

antara |

3.3.2

resmi pada
pengadila perwujud laporan,
buku harian dan seterusnya.*® Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh
dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang

menggambarkan kasus gabla dukhul di pengadilan agama soppeng

% Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983). h.55.
“ Sujono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum (Jakarta: Ul Press, 1986). h.12
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3.4 Teknik Pengumpulan Data
Adapun tekhnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian

ini antara lain:

3.4.1 Teknik field research : erjun kelapangan untuk mengadakan

penelitian dan unt 3. kongkret berhubungan dengan

pembahasan i 1 untuk memperoleh data

o 3 ulka
rupakan alat pengump asi
erview adalah kontak langs ngan

nelitian ini

3411

dengan jalan

34.1.2

cara tanya

jawab. muka antara

pencari melakukan
wawand
3.4.13

ang lengkap

Teknik yang digunakan dalam” menganalisis data pada umumnya adalah
metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai

berikut:
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3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

Analisis Data adalah upaya vyang dilakukan dengan cara
menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan
memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian

dan memutuskan apa yang da blikasikan.
Mereduksi data, datz engan beberapa sumber data serta
hasil dari stuc atan lapangan selanjutnya

eliti. Kegiatan ini bertujua k membuang data yang

alaha iteliti ya andangan dala eraian Qabla
hul in Hamil (studi kasus P n Aga

an d ukan dengan menggab for i

sil w dengan beberapa sum dan okumentasi.
ang an berupa narasi kalimat, seti omena yang

kemudian p memberikan

tersaji menja akna.
a peneliti me interpretasi
kan dengan
dirumuskan
ebut senantiasa
akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan
pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu

kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pandangan Hakim Dalam P abla Al Dukhul Pada Kawin Hamil

Pengadilan Agama Wat
Sebelum mem dalam perceraian gabla

dukhul dalam peneli enjelaskan hal-hal yang

terkait c
asarnya di akibe bleh adanya
percera a kematian maupun ka i hi 2lalui 2 cara
yakni; gugat. Perceraian tidak kan, karena
harus ac in-ala yang mendasarinya. Ce : ya hubungan
perkaw aras isteri®’.
Kompilasi kum Islam dan Undang-undang ahun 1974
mengat snya hubungan perkav gaimana berikut :
1. 13 KHI, men 4‘! l | A at putus kare ematian; 2)
ian,dan3t putusan 'él!l-l-l-
2. <HI dan ‘Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 /.19 akan, bahwa

Pengadilan Agama tersebut berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak.

# Lihat  http://www.negarahukum.com/hukum/putusnya-perkawinan-akibat-cerai-talak-
dalam-prespektif-hukum-islam-dan-hukum-positif.html (akses 11 Maret 2019)
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3. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan
karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.
Sementara itu alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39

ayat 1 UU No. 1 /1974, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zin menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang
2. Salah satu pi

ggalkan pihak la (dua) tahun berturut-turut

karena hal lain di luar

3. au hukuman

4. berat yang

5. akibat tidak
enjalankan k mi atau isteri.

6. suami dan is i perselisiha pertengkaran
k ada harapa alam rumah

7. S meiangos i R P AR E

8. : dak rukunan

Dalam pembahasan ini peneliti mengangkat perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA Wsp yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng. Untuk

menguraikan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam

* Lihat  http://www.negarahukum.com/hukum/putusnya-perkawinan-akibat-cerai-talak-
dalam-prespektif-hukum-islam-dan-hukum-positif.html (akses 11 Maret 2019)
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perceraian gabla dukhul ini, terlebih dahulu peneliti akan menguraiakan dari awal
perkara didaftarkan sampai pelaksanaan putusan.
1. Tahap Penerimaan Perkara.

a. Para pihak dalam perkara.

Dalam perkara Nomor; 02 /2019/PA Wsp, istri sebagai penggugat

mempunyai hak untuk men pada tergugat karena penggugat

adalah istri sah dari te al ini dibuktika adanya kutipan akta nikah

dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA

tinggal di rumah oran alagae RT.

jid Nurul Takwa Tala Kecamatan
ng. Sehingga berdasark e penggugat
perkaranya ke Pengadilan peng karena
ayah hukum

daftaran Perk

ari setelah t pendaftaran

dang pertam

arkan pasP*nHEMRoEtahun 19

a menunjuk
apan majelis
dt-surat yang
berhubungan dengan perkara yang diajukan kepengadilan kepada majelis Hakim
untuk diselesaikan. Pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts, majelis Hakim
yang memeriksa dan megadili perkara tersebut adalah :

1) Hakim Ketua : Drs. H. Syamsul Bahri M.H,
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2) Hakim Anggota : Dra. Hj. Asriah
3) Hakim Anggota : Drs. Kasang M.H
Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama

Hakim anggota mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan

tanggal serta jam kapan perkara a idangkan serta memerintahkan agar para

pihak dipanggil untuk mengk erta jam yang telah ditentukan.
Hakim / ketua majelis, jurusita/jurusita pengganti

dangan pada

dalam perkara Nomor
sesuai Kk hi cara pemanggilan.
2. Tah m persidangan
n dalam persidangan dilak -tahap yang

rhasil untuk

putusan itu

a. Pembacaan Gugatan
Pembacaan gugatan dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wits dilakukan pada
sidang kedua dalam proses persidangan karena dalam sidang pertama Penggugat

tidak hadir di persidangan dan hanya mengutus kuasanya untuk menghadiri sidang.
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Sebelum gugatan dibacakan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, maka sidang
dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu jawaban Tergugat.

b. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan dan isi ipertahankan oleh Penggugat kemudian

Tergugat diberi kesempatan bannya, Jawaban Tergugat atas

gugatan Penggugat | al dengan gugata eh Tergugat atau disebut

oleh  karena 0272
uplik dalam

at maupun Tergugat di pats sama untuk
ik berupa saksi-saksi, ti s aupun bukti
yang diatur oleh Hakim. put omor; 0272

[Pdt.G/: A.Wis alat bu ah alat bukti lan juga alat
. si/kesimpula I

baik PenP*anEMIR)Ekesempat sama untuk

saan selama
para pihak
dalam putusan Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts disampaikan secara tertulis dalam
suratnya pada tanggal 15 April 2018.

e. Tahap Putusan Pengadilan
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Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya
sengketa (kontentius). Suatu putusan Hakim, terdiri dari 4 bagian yaitu:
1) Kepala putusan

2) ldentitas para pihak

3) Pertimbangan yang memua “duduknya perkara” dan “pertimbangan
hukum?”.
4) Amar atau di

putusan Nomor; 02 .G/2019/PA.Wits adalah :
yang  peneliti  an ;0272

tangal pengucapan putusan sida j dinyatakan

usan. Dalam angkat, putus
a hari Rabu tan 2 Miladiyah,

v PAREPARE

acakan atau

atan dengan

tusan yaitu
alimat “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
d. Nama dan tingkat pengadilan yang memutus

Pengadilan Agama yang memutus perkara ini tertera dalam putusan yaitu

Pengadilan Agama Watansoppeng (Pengadilan pada tingkat pertama).
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e. Tentang Duduk Perkaranya.
Dalam duduk perkara yaitu menggambarkan dengan singkat tetapijelas
kronologis tentang duduk perkaranya, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil

gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi, serta

kesimpulan para pihak. Dan tenta erkara dalam putusan perkara Nomor;

0272 /Pdt.G/2019/PA.Ws j uduk perkaranya, yaitu mulai

dari usaha perdamai gat, replik, duplik, bukti-

baik hukum tertulis m kum idak tertulis

dan sebagainya).

oleh atas perkara

janan  biaya mor; 0272

Amar merupakan jawaban dari petitum dan setiap petitum harus ada amarnya.
Amar juga tidak boleh melebihi petitum, kecuali yang dibolehkan Undang-Undang
(Pasal 178 HIR, Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149

Kompilasi Hhukum Islam).
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J.  Tanggal Putusan dan Pengucapan Putusan.
Putusan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts diputus pada hari Rabu
tanggal 08 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhanl1440

Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Drs H.Syamsul Bahri M.H, seba ajelis Dra. Hj. Asriahdan Drs Kasang

M.H,masing-masing ibantu oleh Hj Nadrah S.Ag,

sebagai Panitera Pe iri oleh Peng hadirnya Tergugat.

n ketua. Demikian ju omor; 0272
/Pdt.G/2 . khir putusan tersebut j ngan Hakim
ketua nitera yang turut melaks
l. Pe : tusan
ihak yang merupakan
langsung ke tidak hadir
maka p ahuan dilaku jeli etapan yang

san tersebut

Jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dicatat pada bagian bawah
putusan dan ditandatangani oleh panitia bahwa putusan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

n. Salinan Putusan
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Salinan Putusan dibuat dan ditandatangani oleh panitera (pasal 100 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989) dan pada tiap halaman dibubuhi cap Pengadilan.
Berdasarkan apa yang peneliti uraikan diatas maka putusan perkara Nomor;

0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts sudah memuat ketentuan dan hal-hal yang harus ada dalam

putusan sesuai dengan Hukum Peradilan Agama dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomo emen Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989. Demikig

putusan _semua telah  meme g harus ada dalam tahap proses

1 disebutkan

bahwa merupakan
sah dan sesuai dengan Maka oleh

karena rgugat adalah pasanga sah maka
mengajukan ikrar t lan Agama

pakan wilayah hukum yan adili perkara

i sesuai deng ang-Undang ik Indonesia

ia Nomor 7

n 2006 ama ndang Republik 1

Agama Watansoppeng seperti yang peneliti uraikan diatas terdapat juga tahap
pendaftaran perkara dalam tahap ini seperti yang tertuang dalam pasal 68 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 amandemen Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989.
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Tahap penerimaan perkara merupakan tahap awal dari beberapa proses
beracara di Pengadilan Agama yang harus dilalui, setelah melalui tahapan-tahapan
tersebut maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan dalam persidangan yang
meliputi beberapa tahap diantaranya yaitu tahap pembacaan gugatan, jawaban
tergugat, tahap pembuktian dan pada tahap pembuktian ini alat bukti yang digunakan
adalah bukti surat yaitu akta nikah Nomor: 0153/001/V/2018yang dibuat dan
ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal
2 Mei 2018. Akta nikah yang digunakan sebagal alat bukti dalam perkara ini
merupakan bukti otentik yang merupakan bukti sempurna dan mengikat, maka akta
tersebut tidak lagi memerlukan buktistambahan. Dapat dikatakan bukti sempurna dan
mengikat karena Akta nikah tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dan
juga syarat materil akta otentik. Oleh karena itu berdasarkan alat bukti yang
digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam permasalahan ini merupakan alat bukti
yang sudah tepat. Selain alat bukti surat dalam perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA.Wts terdapat juga alat bukti saksi. Saksi dalam perkara ini terdiri dari
dua orang dari pihak penggugat yang orang tersebut mengalami, mendengar,
merasakan dan melihat sendiri peristiwa yang terjadi antara penggugat da tergugat.
Saksi dalam perkara ini juga telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil
agar dapat didengar sebagai/saksi. Dalam hal ini saksi tersebut tidak memiliki cacat

hukum dan dapat diterima sebagai saksi.

Tahap selanjutnya“setelah tahap: pembuktian yaitu tahap kesimpulan dan juga
tahap putusan pengadilan. Dalam tahap putusan pengadilan terdapat beebrapa syarat-
syarat yang harus ada dalam putusan pengadilanyaitu tentang pertimbangan
hukumnya, dalam permasalahan yang terjadi pada perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA.Wts, Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya dengan
mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat serta dihubungkan dengan alat-alat
bukti yang ada. Maka dari berbagai pertimbangan hukum tersebut, Hakim menarik
Kesimpulan pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. yang dalam
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pelaksanaannya telah sesuai karena dalam setiap keputusan yang diambil oleh Hakim
dalam putusan tersebut memiliki dasar pertimbangan hukum baik itu berupa pasal-
pasal dan juga dalil-dalil. Kecuali putusan Majelis Hakim dalam hal pengabulan

gugatan penggugat.

Selanjutnya adalah amar putusan dalam perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA.Wts. amar putusan yang ditetapkan oleh Hakim telah menjawab
semua yang ada dalam gugatan. Yaitu apa yang dikabulkan dan apa yang ditolak atau
tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dicantumkan dalam dasar
pertimbangan. Maka dalam hal amar putusan telah sesuai sebagaimana harus ada
dalam amar putusan. Setelah amarputusan tahap-tahap selanjutna yaitu tahap
pembebanan biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat sebagaimana
ditentukan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

tahun 2006 amandemen Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989.
Kembali pada penelitian peneliti yang mengangkat masalahl Bagaimana
Pandangan Hakim dalam perceraian gabla dukhul, berdasarkan uraian yang peneliti
paparkan diatas, mengacu pada judul yang peneliti angkat yaitu “PANDANGAN
HAKIM DALAM PERCERAIAN QOBLA AL-DUKHUL PADA KAWIN
HAMIL (Studi Kasus Pengadilan Agama Soppeng)”. Maka dalam hal ini peneliti
dituntut untuk mendapatkan pandangan hakim Pengadilan Agama Watansoppeng
terkait kasus yang peneliti ‘dapatkandari pthak Pengadilan Agama Watansoppeng
sendiri yaitu perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wits. peneliti sendiri tidak merasa
kesulitan untuk mendapatkan data-data dikarenakan pihak Pengadilan Agama
Watansoppeng yang begitu terbuka dan ramah serta melayani peneliti dengan sangat
baik. Terkait judul peneliti terdapat 3 hakim yang telah peneliti wawancara yaitu
1) Drs. H. Syamsul Bahriselaku ketua Majelis Hakim yang menangani perkara

Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts
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2) Dra. Hj. Asriah selaku Hakim Anggota yang mendampingi bapak Drs. H.
Syamsul Bahri menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wits.

3) Drs. Kasang M.H, yang juga merupakan hakim Anggota yang membantu
Dra. Hj.Asriah dalam menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wis.
Terkait pandangan Hakim dalam perceraian gabla dukhul ketiga hakim diatas

sangat menyayangkan tindakan dari kedua belah pihak melihat kondisi penggugat
dalam keadaan hamil-namun karena ketiga hakim tersebut merasa sebagai pelayan
masyarakat yang harus menjalankan prosedur sehingga melaksanakan tugasnya

sesuai sumpah jabatan yang pernah diterima.

¥Sangat disayangkan perkara’ Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. kondisi
penggugat dalam keadaan hamil dan harus bercerai tanpa melakukan
hubungan suami istri (gabla al-dukhul) kami selaku hakim yang menangani
perkara ini hal ini jarang terjadi bahkan harapan kami ini yg pertama dan
terakhir. Kamipun selaku hakim memutus perkara ini dengan berat hati
mengingat kondisi si istri dalam keadaan hamil kebanyakan perceraian hamil
terjadi karena kematian suami sehingga hal tersebut wajarlah tapi perceraian
ini dimana keduanya masih hidup dan sempitnya pikiran kedua pasangan ini
terkait pernikahan ***

Bapak Drs. H. Syamsul Bahri Hakim yang menangani perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA.Wts. memeberi tanggapan pada pertanyaan peneliti bahwa beliau
begitu menyayangkan perkara tersebut serta dalam kondisinya harapan beliau selaku
hakim Pengadilan_Agama Watansoppeng berharap perkara tersebut adalah perkara
pertama dan terakhir yang akan terjadi dan disidangkan di Pengadilan Agama, pak
Syamsul juga menyayangkan bagaimana kedua pasangan ini terlalu berpikiran sempit

terkait pernikahan yang seharusnya dijalani dengan rukun.

* Drs. H. Syamsul Bahri, M.H, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara
tanggal 17 Maret 2019; sebelum memberi jawaban terkait pertanyaan peneliti “Bagaimana menurut
bapak Hakim tentang perceraian gabla dukhul?” beliau membuka dengan memberi wejangan seolah
memberi pesan kepada peneliti bagaimana disayangkannya bila terjadi perceraian.
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“Ada perkara cerai gugat yang saat ini sementara disidangkan. Dan perkara
tersebut sesuai dengan judul adek yang membahas tentang gabla-dukhul.
Pasangan ini sejak menikah belum pernah berhubungandikarenakan sejak
awal pernikahan hanya terjadi percekcokan dan permasalahan dan belum
pernah akur sejak pernikahannya. Namun si penggugat dalam hal ini si istri
berada dalam kondisi berbadan dua Perkara ini bisa adik Faisal akses nanti
dbagian perkara™**

Perkara yang dimaksud bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.H adalah perkara
Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wis.dimana dalam perkara tersebut telah secara
lengkap peneliti cantumkan dihalaman sebelumnya mengenai penuturan penggugat
dan para saksi terkait kejadian yang menjadi sebab akibat sehingga penggugat
memutuskan untuk menjalani proses perceraian yang menjadi perkara perkara

perceraian gabla-dukhul.

Dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wis. pernikahan terjadi pada
tahun 2018 secara sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 0153/001/\V//2018 yang
dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 2
Mei 2018. Berawal dari kesalah pahaman tergugat yang merasa belum siap menjadi
suami menjadi penyebab ketidak “harmonisan pasangan antara Penggugatdengan
Tergugat yang peneliti sempitkan.menjadi perkara Nomor; 0272/Pdt.G/2019/PA.Wis.

sebagai/mana nomor perkara yang terdaftar atas'nama penggugat.

Dari pihak keluarga,baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun yang peneliti pahami bahwa rasa
tinggi hati setiap manusia tidak bisa dikontrol oleh siapapun kecuali dia sendiri yang

mau luluh apalagi pernikahan pasangan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts.

* Drs. H. Syamsul Bahri, M.H, wawancara tanggal 17 maret 2019; memberi petunjuk kepada
penulis mengenai perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. yang menjadi perkara cerai gabla-
dukhul yang sesuai dengan penelitian peneliti dan juga menjadi jalan peneliti dalam menyelesaikan
skripsi.
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adalah pernikahan yang terjadi karena paksaan dari orang tua sementara penggugat
dan tergugat belum siap menjadi suami yang dibebani tanggung jawab besar sehingga
tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian gabla-dukhul karena selama
pernikahan tidak pernah saling berhubungan karena hubungan mereka didasari

dengan kebencian dan amarah dari kedua belah pihak.

“Menurut penuturan-saksi dalam persidangan bahwa kedua belah pihak
memang tinggal bersama dirumah penggugat lebih tepatnya dirumah orang
tua penggugat dan sejak saat setelah pernikahan mereka tidak pernah rukun
dari awal tidak pernah rukun. Bahkan tergugat yang merupakan suami sah
penggugat hanya bertahan selama sehari dirumah penggugat, dia pergi dan
menurut penuturan saksi dalam persidangan sampai saat perkara ini
didaftarkan belum pernah kembali bahkan si tergugat juga memang tidak
pernah hadir sama sekali dalam persidangan”*

Hakim kedua yang peneliti wawancarai adalah hakim anggota yang juga
menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wits. yaitu bapak Drs. Kasang
M.H. beliau menuturkan tentang proses pelaksaan sidang berdasarkan pemaparan
saksi yang dihadirkan oleh penggugat yang secara garis besar menjelaskan bahwa
dari awal pernikahan antara kedua belah-pihak-memang tidak pernah ada kecocokan
sampai akhirnya tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat dan tidak pernah
kembali sampai sekarang bahkan sampai putusnya perkara Nomor; 0272

/Pdt.G/2019/PA.Wits.

Saksi pertama, Nuheriah binti A.Sahake, memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Tante Penggugat,
sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.

* Drs. Kasang M.H, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara tanggal 17 Maret
2019; merupakan hakim Anggota yang mendampingi bapak Drs H. Syamsul Bahri M.H selaku Hakim
ketua yang menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. menjelaskan duduk perkara
berdasarkan penuturan para saksi mengenai masalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Serta
menjelaskan bagaimana latar belakang sehingga perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. menjadi
perkara gabla-dukhul.
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai
suami isteri di rumah orang tua Penggugat, namun sejak awal tidak pernah
rukun, (gabla ddukhul) meskipun pernikahan dilangsungkan karena kondisi
penggugat dalam keadaan hamil.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal
pernikahan Tidak rukun harmonis.

- Bahwa penyebab tidak rukun  karena Penggugat dan Tergugatbertengkar
sejak waktu masih pacaran karena masalah kehamilan penggugat yang tidak
diinginkan oleh tergugat.

- Bahwa puncak ketidak‘harmonisan sejak malam hari setelah menikah, pada
bulan April 2018, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sampai sekarang tidak pernah lagi kembali.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun

- Bahwa. sejak-berpisah,.sejak itu pula Tergugat tidak pernah. lagi. memberikan
nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar
supaya kembali rukun dengan mempertimbangkan kehamilan penggugat akan
tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, Erni binti Bombang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena = saksi adalah Tante Penggugat,
sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai
suami isteri ‘di rumah orang tua Penggugat, namun sejak awal tidak pernah
rukun, (gabla ddukhul)

- Bahwa keadaan rumah" tangga Penggugat dan Tergugat | sejak awal
pernikahan Tidak rukun harmonis.

- Bahwa penyebab tidak rukun karena Penggugat dan Tergugatsudah
pertengkar sejak masih pacaran karena kehamilan penggugat yang tidak
diinginkan tergugat:

- Bahwa puncak ketidak*harmonisan sejak sehari=setelah menikah, pada bulan
April 2018, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai
sekarang tidak pernah lagi kembali.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun

- Bahwa sejak berpisah, sejak itu'pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan
nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar
supaya kembali rukun dengan mempertimbangkan kehamilan penggugat akan
tetapi tidak berhasil
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Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas

telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini.*®

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Kasang. M.H
peneliti kaitkan dengan penuturan saksi yang disesuaika data perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA.Wis. bahwa kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah
saksi dari pihak penggugat yaitu Nuheriah binti A.Sahake selaku saksi pertama dan
Erni binti Bombang adalah saksi yang kenal dekat dengan penggugat karena ada
hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sebagai tante penggugat dan mengenali
tergugat sebagai suami penggugat. Dalam penuturan kedua saksi juga diterangkan
bahwa 'pnggugat dan tergugat sejak awal menikah tidak pernah rukun, sejak
berpacaran terlah terjadi percekcokan karena kondisi penggugat yang dalam keadaan
hamil sementara tergugat belum menginginkan kehamilan penggugat dan belum siap
menanggung beban tangggung jawab yang besar namun telah dipaksa menikah oleh
kedua orang tua masing-masing  pihak.demi menghindari fitnah: Bahkan keduanya
tinggal 'serumah hanya selama dua hari dirumah orang tua penggugat, kemudian
tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kemball dan selama pergi
tergugat tidak pernah sama sekali smemberi nafkah kepada penggugat sebagai
kewajiban suami terhadap istri. Baik nafkah batin maupun nafkah lahir sehingga hal

tersebut disebut sebagai perceraian hamil gabla-dukhul.

“Pada umumnya tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal. Maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri,
yaitu suami harus bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang laki-laki
terhadap istri, begitu pula seorang perempuan hasrus bisa memenuhi

6 PAWsp_2019 Pdt.G_0272_putusan_akhir-1, kutipan penuturan saksi, akses Pengadilan
Agama Watansoppeng_Bagian perkara. Tanggal 22 Mei 2019
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kewajibannya sebagai istri. Apabila suami istri ini menjalankan
kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka bisa jadi
perceraian ini tidak terjadi. Apalagi perceraian ini terjadi karena gabla-
dukhul, secara garis besar yang bisa disampaikan bahwa hubungan ini belum
sempurna sebagai pernikahan. Pernikahan adalah hal yang sangat sakral,
dimana para pihak yang bersangkutan bukan hanya melakukan perjanjian
antara para pihak saja melainkan juga berjanji kepada Tuhan. Ini karena
pernikahan itu dilakukan berdasarkan keyakinan agama yang dianut oleh
pihak yang bersangkutan. Saya rasa Adik Faisal tahu jelas aturan ini
terdapat dalam al-Quran dan Hadits *’

Dari pemaparan bapak Drs. H. Syamsul Bahri. M.H dalam wawancara peneliti
menerangkansbahwa-menjalinspernikahan_berartismengikatshubungansyang disebut
dengan [istilah suami istri yang menjadikan keluarga antara pihak perempuan dan
laki-laki. Hal tersebut menjadikan terikatnya hubungan silaturahmi yang kuat dan
dalam pelaksanaan pernikahan berarti berjanji dihadapan para saksi dan Tuhan
utamanya untuk menjalin sebuah keluarga. Namun yang terjadi pada perkara Nomor;
0272 /Rdt.G/2019/PA.Wis, justru sebaliknya karena dari awal perenikahan tidak
pernah terjalin baik hubungannya bahkan sejak pernikahan terjadi permasalahan yang
menyebabkan tidak harmpnisnya hubungan kedua belah pihak bahkan hubungan
tersebut harus berakhir dengan perceraian gabla-dukhul dimana sang Istri sebagai

penggugat menggugat cerai suami selaku tergugat dengan tidak pernah berhubungan.

*Terkait perkara Nomor;“0272/Pdt. Gf2019/PAWsp, kami selaku hakim yang
menangani perkara ini sangat menyayangkan hal tersebut terjadi melihat
kondisi si istri dalam keadaan hamil, dan setelah melangsungkan pernikahan
mereka tidak melakukan hubungan suami istri sehingga disebut sebagai gabla
al-dukhul. Yang lebih memprihatinkan lagi si suami hanya tinggal serumah
hanya selama dua hari kemudian pergi meninggalkan istrinya tanpa kabar dan

*" Drs H. Syamsul Bahri M.H, wawancara tanggal 17 Maret 2019 menjawab wawancara
peneliti dengan wejangan tentang begitu penting dan sakralnya sebuah hubungan yang disebut dengan
pernikahan, serta memberi gambaran bahwa pernikahan itu telah diatur dalam al-Quran dan Hadits
tentang bagaimana menjalankannya., dengan mengambil gambaran pada perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA.Wts. Wawancara ini juga menjawab permasalahan pertama peneliti yaitu : Bagaimana
Pandangan Hakim dalam Perceraian Qabla — Dukhul .
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belum kembali sampai saat ini. Tujuan pernikahan belum tercapai pada
perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts. ini, yang kami lihat justru seolah
kedua pasangan ini hanya mempermainkan “pernikahan” masing-masing
dari mereka egois dan hanya terbakar emosi, kelak mereka akan menyesali
perbuatan mereka kami selaku hakim yang telah disumpah tidak bisa juga
serta merta mengabulkan gugatan penggugat namun langkah sesuai prosedur
telah kami jalankan dengan memanggil tergugat untuk menghadiri sidang,
namun sampai perkara ini diputus.tergugat sama sekali tidak memperlihatkan
itikad baik untuk menghadiri panggilan kami, sehingga prosedur tetaplah
prosedur berdasarkan-aturan, kami selaku-hakim harus memproses perkara

ini”48

Peneliti menggaris bawahi pernyataan bapak Drs H. Syamsul Bahri M.H,
selaku hakim ketua yang menangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wis. yaitu
kata mempermainkan dikarenakan-secara tegas pak Syamsul sangat menyesalkan
perkara  tersebut terjadi beliau dalam pandangannya menganggap bahwa kedua
pasangan tersebut begitu egois dan tidak memikirkan kondisi yang saat ini dialami

yaitu dalam keadaan hamil.

Qabla al-Dukhul adalah perceraian yang terjadi sebelum melakukan
hubungan suami istri. Terkait perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wts.
keadaan penggugat dalam keadaan hamils.istri mengajukan gugatan karena
suami pergi meninggalkan istrinya dan belum kembali sampai saat ini bahkan
sampal perkara ini diputus_tergugat juga belum ada kabar, tergugat dalam hal
ini dianggap menelantarkan istri dan calon anaknya™.

Drs. Kasang, M.H dalam pandangannya terkait perkara Nomor
0272/Pdt.G/2019/PA.Wts. menganggap-hahwa tergugatsyang dalam statusnya sebagai
suami penggugat dan telah menelantarkan keluarganya (istri dan calon anaknya).

Terkait jawaban para hakim; yang menangani perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA.Wis. tentang pandangan hakim dalam perceraian Qabla al-dukhul

menyayangkan hal tersebut terjadi karena pasangan suami istri yang hanya terkesan

*8 Drs H. Syamsul Bahri M.H, wawancara tanggal 17 Maret 2019
* Drs. Kasang, M.H, wawancara tanggal 17 Maret 2019
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memiliki ego yang tinggi dan tidak memiliki pertimbangan untuk masa depan yang
akan mereka hadapi.
Sementara beberapa perbedaan pendapat dikalangan Ulama madzhab Maliki,

mazhab Syafi“l dan mazhab Hambali tentang hukum pernikahan wanita hamil akibat

zina bersumber kepada perbedaan da u ta’arud al-adillah.Sebagaimana mazhab

Syafi“i yang membolehkan mil akibat zina dengan laki-laki

yang menghamilinya r gan laki-laki ye menghamilinya, antara lain

bagi kamu

ukan mahar

Ayat di atas membolehkan perkawinan dengan wanita-wanita selain yang disebut
dalam ayat sebelumnya, yaitu: ayat 22 dan ayat 23 surat Al-Nisa“.
Pada 2 (dua) ayat tersebut, yaitu ayat 22 dan ayat 23, disebutkan bahwa, wanita

pezina baik yang hamil ataupun yang tidak hamil tidak disebutkan sebagai wanita-

64

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



wanita yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian, menikahi wanita hamil akibat
zina boleh dilakukan karena tercakup dalam pengertian ayat 24 surat Al-Nisa® yang
menegaskan kehalalan menikahi wanita selain yang tersebut dalam ayat sebelumnya
yaitu ayat 22 dan ayat 23 surat Al-Nisa“.

Sementara itu, menurut mazhab-Maliki, yang tidak membolehkan perkawinan
wanita hamil akibat dengan laki-laki yang bukan-menghamilinya, bahwa mazhab
Maliki mengambil makna umum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar pendapatnya.
Mazhab Maliki mendasarkan pendapatnya pada firman Allah swt dalam surat Al-
Talaq ayat 4

Ayat tersebut mengandung makna bahwa wanita hamil itu mempunyai masa
iddah. Masa Iddah disini sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Jadi
mazhab Maliki dalam pengertian umum surat Al-Talaq ayat 4 tersebut beranggapan
bahwa, wanita-wanita hamil akibat zina juga punya masa iddah dan iddahnya adalah

sampai wanita tersebut melahirkan anaknya.

4.2 Akibat Hukum Perceraian Hamil Qabla al-Dukhul

Adapun Akibat Hukum Perceraian Hamil Qabla Al Dukhul pada nikah hamil dari

hasil wawancara Hakim Pengadilan-Agama\Watanseppeng sebagai berikut :

“Dalam hubungan berumah tangga, pastilah kita mengharapkan hubungan
yang langgeng, bahagia dan terus bersama hingga maut memisahkan. Masalah
dalam kehidupan berumah tangga memang pasti ada. Namun, sebagai
pasangan suami istri yang telah berkomitmen di hadapan Allah haruslah
berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga bersama-
sama. Sayangnya, pasangan ini merasa bahwa permasalahan mereka tidak
akan terselesaikan kecuali dengan bercerai. Perceraian adalah berakhirnya
perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh
beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini
perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana
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pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi. Akibat
hukumnya perceraian hamil gabla dukhul ya sama halnya kedua pasangan ini
yang melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil. Suami yang telah
menikahi istrinya pada saat setelah agad memang tidak pernah melakukan
hubungan suami istri namun kondisi istrinya telah hamil 2 bulan karena
sebelumnya mereka telah berhubungan (pacaran). Jadi setelah dijatuhkannya
putusan pengadilan maka si istri diwajibkan menunggy masa iddah sampai
melahirkan baru bisa menikah‘lagi dengan laki-laki lain apabila ada yang
datang untuk melamar dan" mempersuntingnya. Kecuali apabila perceraian
terjadi karena si suami‘meninggal maka tetap diberlakukan masa iddah 3 kali
suci. Adik Faisal-bisa akses di internet banyak.yang menjelaskan mengenai
hal ini apalagi-data penelitian adik bisa diperkuat dengan data perkara yang
sementara disidangkan ini.>®

Selaku hakim yang menjadi Hakim Ketua yang menangani perkara Nomor;
0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, penulis dapat memahami bahwa setiap perkara perceraian
yang terjadi seolah sangat disayangkan oleh para hakim dikarenakan perceraian
adalah perbuatan memutus tali silaturhami yang telah terjalin antara 2 keluarga. Dan
juga perceralan merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT.
Namun setiap manusia memiliki perasaan benar tersendiri yang sampal memutuskan
bahwa hanya dengan perpisahan masalah keluarga akan terselesaikan. Hal itulah yang
peneliti bisa tanggapi dari proses perceraian perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA
Wsp yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng yang juga menjadi subjek
penelitian peneliti.

Dari penjelasan bapak Drs H. Syamsul Bahri M.H yang peneliti bisa pahami
bahwa akibat hukum terjadinya perceraian hamil Qabla dukhul adalah apabila

perceraian tersebut bukan terjadi karena kematian suami maka tidak berlaku baginya

0 Drs H. Syamsul Bahri M.H, menjelaskan dengan panjang lebar dalam menanggapi
permasalah kedua peneliti yaitu “Bagaimana Akibat Hukum Perceraian Qabla Dukhul”. Dikaitkan
dengan perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp yang saat itu masih disidangkan sehingga bapak
hakim masih terbatas dalam memberi penjelasan yang lebih lengkap. Namun jawaban diatas telah
lebih dari cukup untuk menjawab permasalahan kedua peneliti. Wawancara 17 Maret 2019
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masa Iddah. Dalam perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, Penggugatselaku
penggugat terhadap suaminya Tergugat, Setelah bercerai maka si istri dalam hal ini
Arnitasari diwajibkan menunggu masa lddah sampai dia melahirkan anaknya baru
kemudian bisa menikah lagi dengan laki-laki lain apabila ada yang datang melamar

dan mempersuntingnya.

“Tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun.untuk perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA Wsp, maksud dan ‘tujuan perkawinan yaitu sakinah,
mawaddah dan warahmah terlalu jauh untuk kata terwujud. Di dalam
Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak diatur mengenai masalah perceraian gabla dukhul, namun
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana akibat hukumnya, apabila
terjadi perceraian hamil gabla dukhul maka si wanita harus menunggu masa
iddah sampai dia melahirkan anaknya™"

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara umum  mengatur tentang
pernikahan namun tidak 1 pasalpun yang mengatur tentang perceraian gabla-dukhul
sehingga pada Kompilasi Hukum Islam lebih diatur secara detail mengenai perceraian
utamanya pada perkara yang penulis teliti yaitu perceraian gabla dukhul.

Perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, yang terdaftar di Pengadilan
Agama Watansoppeng menurut:pemahaman penulis mungkin hanyalah salah satu
dari sekian banyak perkara perceraian yang terdaftar dan diproses di Pengadilan
Agama Watansoppeng. Namun fokus-peneliti berdasarkan arahan pihak Pengadilan
untuk mengkaji perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp sebagai objek penelitian
peneliti yang berkaitan dengan judul”yang peneliti saat ini teliti. Hampir setiap

jawaban Hakim yang peneliti wawancara seolah menyayangkan apabila terjadi

*! Dra. Hj. Asriah, Hakim anggota yang juga mendampingi bapak Drs. H. Syamsul Bahri M.H
dalam mengangani perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp menjawab pertanyaan peneliti dengan
sangat tegas. Wawancara peneliti yang berlangsung singkat dan ibu hakim dikarenakan kesibukan
beliau sehingga tidak bisa berlama-lama untuk peneliti wawancara. Wawancara tanggal 08 Mei 2019.
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perceraian, namun karena telah menjadi kewajiban kerja maka bukan karena terpaksa
para hakim harus mengabulkan setiap gugatan perceraian yang terdaftar sebagai
perkara di Pengadilan Agama utamanya di Pengadilan Agama Watansoppeng. Terkait

perkara Nomor; 0272/Pdt.G/2019/PA dimana penggugat saat mendaftarkan

gugatannya berada dalam kondisi h ehingga pertimbangan para hakim dalam

mengabulkan gugatan pengg jat sejak hari pertama pernikahan
selalu cekcok denga pahkan meningg nggugat dan belum pernah

diproses mempertimbangkan masa depan sang istri dan

penggugat

ingkat penulis dengan | Asriah yang

juga m mor; 0272 /Pdt.G/2019 im anggota

dapat p pemaparan beliau tidak akim lainnya

bahwa ari Perceraian hamilgabla khul istri harus

lagi dengan ki lain. ibu

Dra. Hj khul belum

diatur inan namun
terdapa

adalah KHI

menjelaska alya esual de ; asalah™ kedua peneliti yaitu

“Bagaimana Akibat Hukum Perceraian qabla dukhul?”. Hal tersebutpun sangat sesuai
dengan jawaban-jawaban para hakim yang juga menangani perkara cerai hamil
gabla-dukhul dalam hal ini perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp yang telah

peneliti wawancara. Mereka adalah orang-orang yang kompeten dalam menangani
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segala perkara terkait perceraian karena telah didasari dengan ilmu-ilmu hukum
keluarga.
Mengenai akibat hukum Putusnya sebuah perkawinan yang dijelaskan dalam

KHI dalam hal ini terdapat pada BAB XVII : AKIBAT PUTUSNYA

PERKAWINAN, Pasal 153 ayat 1, a dan ayat 3 yang berbunyi :

Pasal 153
1. Bagi seorang 3y berlaku waktu tunggu atau
iddah, ke nya putus bukan karena

NCCILL DA

para hakim
kan perkara
5p. Sehingga
9/PA Wsp,

gsung terus
menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun istri meninggal
dunia. Namun dalam kenyataan, banyak pasangan suami istri yang terpaksa harus

putus ikatan perkawinannya di tengah jalan.

%2 Kompilasi Hukum Islam, PDF online, Akses tgl 20 Maret 2019
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Putusnya sidang bisa menjadi alasan bubarnya suatu perkawinan apabila
dilandasi dengan adanya kebaikan yang harus ditegakkan. Dalam hal ini perkara
Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA.Wsp. berdasarkan pengakuan penggugat dan penuturan
para saksi bahwa dalam hubungan mereka sejak resmi menjadi suami istri tidak
pernah rukun dan harmonis, mereka tidak pernah melakukan hubungan, bahkan sejak
2 (dua) hari setelah pernikahan sang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak
pernah kembali sampail saat perkara ini diputus oleh pengadilan. Oleh karena itu
Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama_ Watansoppeng berhak memutuskan
status penggugat (si istri) tersebut dengan membubarkan perkawinannya demi
kebaikan dirinya dan keluarganya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa putusnya
perkawinan karena perceraian adalah timbulnya kewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembiayaan pemeliharaan dan
pendidikan anak adalah bapaknya. Namun apabila bapaknya tidakimampu memenuhi
kewajiban tersebut, pengadilan-memutuskan bahwa ibunya ikut menanggung biaya
tersebut. Jika terjadi perselisihan.tentang penguasaan anak, maka pengadilan berhak
memberi keputusan. Pengadilan juga berhak mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menjelaskan bahwa
apabila perkawinan putus karena cerartalak, maka suami wajib melunasi mahar (yang
terhutang) seluruhnya apabila istrinya sudah dicampuri, dan setengah bagi istri yang
belum dicampuri. Kemudian bekas suami wajib memberikan mut’ah berupa uang
atau benda kepada istri kecuali belum dicampuri. Selain itu ada juga kewajiban

memberi nafkah berupa maskan dan kiswah selama bekas istri dalam masa iddah
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kecuali jatuh talak ba’in atau nusyuz sedang bekas istri dalam keadaan hamil, serta

adanya kewajiban memberkan biaya hadhanah bagi anak dibawah umur 21 tahun.

“Masa iddah bagi seorang wanita yang sudah resmi menikah tetapi tidak
pernah digauli suaminya namun dalam keadaan hamil maka diberlakukan
masa iddah sampai dia melahirkan anaknya. Sebagai mana dalam al-Quran
menjelaskan yang artinya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu
iddah mereka itu ialah sampai‘mereka melahirkan kandungannya’>*

Peneliti dalam memahami jawaban atas wawancara peneliti dengan bapak
hakim Drs. Kasang. M.H, hakim yang juga menjadi hakim anggota yang menangani
perkaragNoemor;»0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp;nyangsmerupakansperkaras cerai kawin
hamil gabla — dukhul yang terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng, beliau
memaparkan dengan sangat jelas dengan diserta dalil al-Quran yang juga merupakan
dalil kuat yang memberi landasan para pelaku hukum untuk memberi putusan pada
perkara perceraian pada pernikahan hamil gabla-dukhul. Dalil tersebut adalah Q.S. at-

Thalag ayat 4 yang berbuny|

Ll 5 Gt 2 o) a0 o pmnall ey T
A%J *443‘«:' P 01 ) A5 o Gl (19

Terjemahnya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ”.>*

Dari dalil tersebut, diatasgyang gugagmerupakan jawaban dari wawancara
peneliti kepadarbapakrhakimrDrsiKasang,«MiHdapat'penelitivuraikan bahwa apabila
terjadi pernikahan diantara seorang perempuan dan laki-laki karena hamil yang

kemudian menjadi suami istri karena status pernikahan tersebut, dan kemudian terjadi

>3 Drs Kasang M.H, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami — istri sebagai akibat
perceraian gabla — dukhul dengan mengacu pada perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp, yang
terdaftar di Pengadilan Agama Watansoppeng dimana Bapak Kasang adalah salah satu hakim anggota
yang juga turut menangani perkara tersebut. Bapak Brs. Kasang M.H juga dalam memberi jawaban
atas wawancara peneliti, beliau dengan jelas menjawab dengan menyertakan dalil dari ayat Suci Al-
Quran yang jelas dan tak terbantahkan.

**Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahnya, Hal 452
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perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri secara biologis maka perempuan
tersebut yang telah berstatus janda setelah jatuhnya putusan hakim maka
diberlakkukan masa iddah baginya yaitu sampai dia melahirkan anaknya. Baru
kemudian bisa menikah lagi dengan laki-laki lain apabila ada yang datang melamar
dan mempersuntingnya. Dan pihak laki-laki sebagai mantan suami tidak dianjurkan
untuk menahan atau menghalangi niat mantan istrinya dikarenakan telah jelas
aturannya dalam al-quran. Bahkan penjelasan-lain yang. peneliti pernah dapatkan
bahwa meskipun pada jatuhnya putusan hakim perempuan janda karena gabla dukhul
pada saat setelah jatuhnya putusan hakim kemudian datang mantan suaminya untuk

melamar maka tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya.

*Hak dan Kewajiban Suami istri akibat dari perceraian ini adalah yang biasa
terjadi mengenai hak asuh anak saat lahir melihat perkara ini tergugat sama
sekali tidak memiliki itikad baik dan pengertian terhadap Istrinya sehingga
sepenuhnya anak ini nantinya pada saat lahir akan diasuh oleh ibunya dan
ayahnya dianggap tidak berhak untuk atas anak ini namun wajib menafkahi
sampal anak tersebut dewasa dan bisa mengurus diri sendiri serta wajib
membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, sementara
istri yang ditinggal wajib'menunggu masa iddah sampai dia melahirkan>>”

Apabila dikaitkan dengan objek penelitian yaitu perkara Nomor; 0272
/Pdt.G/2019/PA.Wsp, perceraian terjadi karena gugatan dari pihak istri terhadap
suami disebabkan oleh hubungan:yang tidak harmomis sejak terjadinya pernikahan
bahkan suaminya pergi meninggalkannya dan tidak pernah kembali sampai proses
perceraian mereka dengan nama perkara Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/PA Wsp
dibacakan putusannya oleh hakim. Maka Penggugat selaku penggugat, berlaku masa

iddah baginya sampai dia melahirkan anaknya dan apabila datang seorang laki-laki

% Drs. Kasang M.H
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untuk melamarnya setelah masa iddahnya lewat maka mereka boleh melangsungkan

pernikahan.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan pem peneliti dengan objek penelitian perkara

Nomor; 0272 /Pdt.G/2019/ iti akses di Pengadilan Agama

Watansoppeng Kabup ang peneliti jadikan fokus

penelitian dapat disi

511 Perceraian
rmainan, kedua belah i tri) terkesan
nikahan dan suami yang galka ya dianggap
dan calon bayinya me etela kahan tidak

ubungan suami istri (gabla hul)

51.2 Hukum Perc alah Perkara t merupakan
cerai hamil i i yang juga
i sumber data pen : eneliti yaitu
hukum IECARgERAlRLE)er data sependapat
ang lahir di
kemudian hari dapat mengikut kepada bapaknya, suami wajib menafkahi anak
sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus diri sendiri, serta wajib
membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

Pandangan tersebut didasari dengan dalil alquran dan Kompilasi Hukum

Islam.
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5.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Akibat dari Perceraian gabla al-
dukhul dalam penelitian ini yang merupakan pandangan Hakim adalah istri
wajib menunggu masa iddah sampai melahirkan anaknya baru kemudian dia
bisa menikah lagi dengan laki-laki lain atau bekas suaminya. Sementara suami
wajib membayar setengah mahar yang telah disepakati apabila sewaktu
penikahan tidak diselesaika

5.2 Saran

)ALAM PERCERAIAN

an sesuatu dan lain hal Jalam hemat

a

e supaya selaku temp ilmu, Mata
an lebih fokus kepada baga am menjalin
uarga dalam pernikahan

522
5221 data dengan

at khususnya

5.2.2.2 Lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait pembinaan
keluarga dalam hal ini pernikahan dan bagaimana akibatnya bila terjadi
perceraian serta menyampaikan kepada masyarakat dalil yang jelas dan

dampak akibat terjadinya perceraian.
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Skripsi ini peneliti akui masih jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat
kesalahan yang terjadi dari proses penulisan terlebih lagi dengan materi yang peneliti
tuangkan dalam proses penelitian ini, sehingga peneliti membuka diri untuk

menerima Kritik dan saran dari para pembaca.
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